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Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan

pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja
penyelenggaraan pemenrintahan daerah, peningkatan kualtas
dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh
kebutuhan masvarakat. balk aspek pembangunan,
pemerintahan, pelavanan publik, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yvang berkeadilan, diperiukan
perencanaan pembangunan  vang  berkeadilan dan
demokratis vang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;

. bahwa untuk mewujudkan penvelenggaraan pembangunan

daerah vang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun
rencana strategis perangkat daerah;

. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan

strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati
setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah
ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam  ketentuan
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu menetapkan
Peraturan Bupati Qunungkidul tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

. Pasal I8 avat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan MNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
T060);

MEMUTUSKAN:

' PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada RPIMD.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemenintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

t Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

(3} Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB 11
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB1 PENDAHULUAN
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABYV PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah.

(2] Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
UTUSAN Perencanaan.

BAB |V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

a, Peraturan Bupati Gunungkidul Nemor 56 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Nomor 56);

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Peranghkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021 Nomor 40| sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Rabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

tapkan di Wonosari
epal |2 SEP{'EmbEr 2028

—

[hundangknn di Wonosari
de-tanggal |2 SEPtember 2025
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
FOLITIK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAEB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat maka sistem pemerintahan mengalami perubahan
yang mengharuskan pemerintah mewujudkan pemerintahan tata
pemerintahan yang baik (Good Govermnance). Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah dituntut untuk menyelenggarakan manajemen
pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN).

Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan vang baik
maka diperlukan  sistem  akuntabilitas  pada penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya den gan
menyusun Dokumen Perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah
adalah  suatu  proses penyusunan program dan kegiatan vang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah /dacrah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan dan
mengalokasikan sumberdaya yang ada. Sesuai dengan Pasal 272 dan
273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur
serta dilengkapi dengan sasaran vang hendak dicapai,

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2026-2030 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian
indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya khususnya dokumen RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029,



Penyusunan Perubahan Renstra juga mengacu pada Renja K/L
dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan,
mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan ditingkat nasional dengan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2026-2030 disusun melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : (1),
Persiapan penyusunan Renstra; (2). Penyusunan rancangan Renstra; (3),
Penyusunan rancangan akhir Renstra; {4). Penetapan Renstra. Keempat
tahapan penyusunan Renstra dilaksanakan secara berkelanjutan
schingga membentuk sebuah siklus perencanaan yang utuh.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2026-2030 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyvarakatan
serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat, juga sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yakni pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

L5 [ =]
I iy s
AR

Sumber Permendagn Noemor 86 Tahun 2017

iambar 1.1
Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun
berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;




Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah
scbagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten
Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyvakarta:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Pan jang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah schagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850
Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan;

10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana

11,

12,

13.

14.

15,

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gununkidul Kabupaten Gunungkidul
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;

Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025- 2029;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Badan Daerah;




16, Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029,

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025-2029, adalah :

1.

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang
rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
urusan pemerintahan umum.

Memberikan kerangka dasar untuk merencanakan kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu
3 (lima) tahun,

Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian
target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan
Rencana Kerja (Renja) vang bersifat tahunan.

b. Tujuan
Tujuan umum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 2025-2029, adalah:

|

w

Mendukung  perencanaan  pembangunan dacrah  dalam
mewlujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu
lima tahun,.

Menjamin terciptanya integrasi, konsistensi dan sinergi antara
Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam
melaksanakan program dan kegiatan.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam
rangka membantu mewujudkan visi dan misi Bupati yang hendak
dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah,

Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian
kinerja penyelenggaraan, pemerintahan, pclaksanaan
pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat
selama 5 (lima) tahun.

Merencanakan perubahan organisasi dalam lingkungan yang
semakin komplek dan membutuhkan adanya penyesuaian;
Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi
ke depan.




1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai
berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGEAT DAERAH
2.1  Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
2.2  Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

24 HKelompok Sasaran Layvanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.5.2 Penentuan Isu Strategis

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian [Lembaga Dan Renstra
Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Linkungan Hidup

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3  Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

BAB V PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Badan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa
dan politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1.
2.
3.

Perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan pelitik;
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Penyusunan rencana Kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
kesatuan bangsa dan politik;

. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideoclogi Pancasila dan

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilavah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideclogi Pancasila dan

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragarna, ras, dan golongan lainnya, (fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penvelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnva, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan
Badan;

. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;




10, Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:

11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

12. Pengelolaan UPT.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut -
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Bagan 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, maka sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien, sebagai berikut :

1. Sumber Dana
Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah
organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai
tujuan vang diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber
dana (anggaran) harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian
hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

2. SBumber Daya Manusia
Jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik pada tahun 2025 adalah 22 (dua puluh dua) orang, vang terdiri
dar :

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak : 1 orang

Jabatan Administrator sebanvak : 3 orang

Jabatan Pengawas sebanyak : 2 orang

Jabatan Fungsional : 6 orang

Pelaksana sebanyak: 10 orang.
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Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kondisi
sumber daya aparatur baik dari sisi kompetensi, kualifikasi dan
jumlah pegawai masih belum tercukupi untuk pencapaian kinerja
yang optimal. Namun dengan komposisi pegawai saat ini diupayakan
untuk diberdayakan sesuai dengan kompetensi dan potensi yvang
dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Optimalisasi Potensi SDM ini dapat dilaksanakan apabila
manajemen pengelolaan SDM dengan peningkatan kompetensi baik
melalui pendidikan pelatihan maupun melalui pembinaan dan
penilaian kinerja aparatur, serta penerapan reward and punishment
vang ketat, akurat, adil dan seimbang.

Profesionalisme juga akan tercapai apabila setiap aparat
mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing terhadap kinerja
unit kerjanya serta perlunya bimbingan teknis maupun diklat teknis,

Untuk mengetahui keadaan personil perlu juga diketahui
komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat
usia dan lainnya. Komposisi vang disajikan dalam tabel-tabel ini
dimaksudkan agar pengelolaan SDM dan pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berlangsung optimal,
Berikut tabel komposisi pegawai vang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenis Kelamin
Lln Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
3 Laki-laki | o
| 2 Perempuan 13

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan
Jjenis kelamin, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, sebanyak 40.9% adalah laki-laki (9 orang) dan
29,1% adalah perempuan (13 orang),

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Usia

|| No Usia Laki

Laki | Perempuan Jumlah (Orang)
1 < 30 th 0 5 5
2 31 th - 49 th 5 | 3 5
3 = 50 th 7 5 12

: |
Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Jika di lihat dari faktor usia dalam tabel 2.2 di atas, dari
keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
sebanvak 22,72% adalah PNS vang berusia < 30 th, 22,72% adalah
PNS yang berusia 31 th - 49 th, dan 54,54% adalah PNS yang berusia
= 50 th.
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Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Golongan

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah (Orang)
1 1 = - i)
2 1 1 | i
3 1l 5 [ 11 !
3 v 3 3 5 1
5 VII - T 1 1
6 Ix - 1 1

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Menurut golongan kepegawaian dalam tabel 2.3 di atas, dari
keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
tidak ada PNS golongan 1, 26% adalah PNS golongan [l (6 orang),
56,52% adalah PNS golongan 11 (13 orang), dan 13% adalah PNS
golongan IV (4 orang).

Tabel 2.4
Pegawai Menurut Pendidikan

No  Pendidikan Laki-Laki = Perempuan | Jumlah ({Orang)
1 SLTP 1 - 1

2 SLTA 5 1 (51

3 | DI - D3,Sarjana - 4 4

Muda
4 D4/81 2 5 7
5 52 3 2 5

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Menurut tingkat pendidikan dalam tabel 2.4 di atas, dari
keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
PNS dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 4,37% (1 orang),
dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26% (6 orang), dengan
tingkat pendidikan D-3 sebanyak 17,4 % (4 orang), dengan tingkat
pendidikan D4 /81 scbanyak 53,85% (7 orang), dan dengan tingkat
pendidikan 82 sebanyak 21,74% (5 orang).

Sedangkan menurut diklat kepemimpinan vang pernah diikuti,
dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, PNS yang sudah mengikuti Diklat ADUM/ Diklat Pimpinan [V
sebanyak 16,67% (3 orang), PNS yang sudah mengikuti diklat SPAMA/
Diklat Pimpinan Il sebanyak 16,67% (3 orang), sedangkan sebanyak
66,67% (12 orang) belum pernah mengikuti diklat struktural, Untuk
lebih  jelasnya mengenani komposisi PNS berdasarkan diklat
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struktural yvang pernah diikuti, dapat kita lihat dalam tabel 2.5. di
bawah ini :

Tabel 2.5
PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan
Ehtu g Jumlah
No sk | Laki-Laki Perempuan [Orang)
1 DIKLATPIM TK. Il 1 . 0
2 | DHKLATPIM TK. 1 2 1 3
'_| 3 | DIKLATPIM TK, IV 1 2 3

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset)
Perangkat Daerah merupakan unsur penting dalam Menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya  harus
dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi
dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset
ini berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab,
untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan
barang inventaris dan aset ini dilakukan secara berkala dan
berkesinambungan, schingga sctiap penambahan dan pengurangan
terhadap barang inventaris dan aset langsung dapat diketahui.

Jumlah aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 (audited Desember 2023]) adalah sebesar
Rp.1.624.040.485,37 dengan perincian sebagai berikut

1. Tanah, dengan nilai aset sebesar Rp720.000.000,00

2. Peralatan dan mesin, dengan nilai aset sebesar Rp1.094.384.237,89

3. Gedung dan bangunan, dengan nilai aset sebesar
Rpl.075.790.230.00

4. Jalan, irigasi, dan jaringan, dengan nilai aset sebesar
Rp39.988, 194,00

5. Aset tetap lainnya, dengan nilai aset sebesar Rp183.525.150,00

Untuk lebih jelasnya perincian daftar inventarisir barang Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, dapat kita lihat dalam tabel
di bawah ini :

Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(audited Desember 2024)
NodeRek | URAANASETTETAP | 31 Desember bl el W Desember | Het
: NilAudied) | PENAMBAHAN m’ M \
1 L, ] = 4 : ) I
010001, TANAH 720.000.000,00 . . T20.000.000,00
[ onganm | Tonsh : ” _
| onan0z. " PERALATAN DAN 1.211.960.889 45 95.501.685,13
MESH
o100 m _Aln Bosar " . .
010006 B2 Alat Anguatan B4R 125351 56 . . AT e
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; —— m
01030203 At Benguel Dan Alal - .
Ukt
01,0302 04, Al Perlanian : : .
01,0302 05 Al Kantoe Dian Humah 47 55402300 HTTATEIEY
Tangga S
01,0302 05 higl Sludo, Komuhas 54 B89 (54,00 . -
Otan Pemangar i
proanzor Alpt Madniopean Dan -
Fisefiian =
01.03.0208 Aigt _aborancum 7E4.000,00 - - 293 999 BF
01030210, egter 20638 4E0 5T . - T0.119.791,80
o oA 0z 1007 Komentier Unit 216 451 g 59 . : 52 287 500,00
010002 1001.07. | Kompeler Jarngan - :
010302100102 | PerscrgiMompuler | 215451 088,85 | =227 a0
01 00.02 1002 Praatan Kamputer [TREF I - : 17 832 251 60
010002 100203 | Peraiatan Porsonal W ITBATL00 . 17 B32 291,60
01.03.02 10024, PlideJm x . .
01.03.03, GEDUNG DAN 1.075.790.230.00 . - ES008L133 30
BANGUNAY
ol oA Bargonan Gedung 1.054 505 230 00 . . 40 510,433 47
cloamnz Merumen - . = X
1030504 Tugu Titik KontroPast 11,095 000,00 - ‘ B 541 595,88
T JALAN, JARINGAN DAN 19.555.184,00 x : M5WTI2S
, IRIGAS!
GIEETR] Jafan Can Jembatan . : . .
LB 040E Bargunan Ar 19.871.000.00 : : 35741988
003 0L 33 Instalas: - . - -
010004 06 Jaringan KRR T . . 16 564 528 47
010308 Abit Tetan Lainnya V83 535 150,00 - .| B 56,00
630501 Banhan Perpustakaan 43500000 : . 43 000,00
01 030505 Tanaman . i . :
| 030507 Asel Tetap Calam -
Rangvasl
@1.03.08. KORSTRUKSI DALAM . . ¥ i
PENGERJAAN
01,0306 01 Konsinael Daiam . x - .
Pangerisan
7 ASET LAIN LAIN 12890 677,00
EEE] Asel Lan Lan 12960 877 00
JUNLAH 3 244 275 440 4% . - 1ETOOT se6.aE

Sumber data - Laporan Aset Semester || Tahun 2024

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pemerintah  daerah mempunyai tanggung jawab untuk
mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat vang berwawasan
kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk belanegara,
serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik.

Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung
Jawab tersebut adalah dengan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan
di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dapat digambarkan sebagai berikut :

11




d4. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan

politik dalam negeri;

Penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik;

Penyelenggaraan pembinaan, dan fasilitas kelembagaan partai politik;

Penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional;

Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama;

Penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan;

Penanganan konflik SARA, pemerintahan, dan penanganan konflik

sosial;

i. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;

J. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan
lembaga asing; dan

k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan
ckonomi, seni, budayva, agama, dan kemasyvarakatan;

l. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi
kemasyarakatan;

m. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan flasilitasi pencegahan
penvalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya).

&

SE oA

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul cukup responsif dalam
merespon dinamika  sosial, ekonomi, politik nasional hal tersebut
dikarenakan kondisi masyvarakatnyva vang cukup heterogen, selain itu
akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang
cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan
mampu mengancam stabilitas wilayah.

Selama kurun waktu lima tahun (2022-2026) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam
rangka mendukung pencapaian Kabupaten Gunugkidul di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan
baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingea kondisi di wilayah cukup
kondusif,

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
berdasarkan target/sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukan
trend yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari upaya Yang
dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti
persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyvarakat, meningkatkan
pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas vang
baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan
target/sasaran Renstra Tahun 2022-2026 dapat kita lihat dari tabel 2.7
di bawah ini :
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Dan tabel 2.7 tentang pencapaian kinerja 2022-2026 tersebut di
atas dapat kami uraikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, untuk Capaian IKU Persentase konflik sosial yang tertangani
selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat, Bahkan pada tahun 2024
capaian [KU mencapai 100%. Secara umum, program dan kegiatan yang
dilaksanakan selama tahun 2022-2026 menunjukkan hasil vang baik.
Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam pencapaian
kinerja, seperti kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
pendukung vang memadai serta kerjasama dan koordinasi vang baik
dengan PD maupun stakeholders lainnya. Beberapa kegiatan vang
mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak
sesuai dengan time schedule yang direncanakan disebabkan karena
adanya hambatan dalam pencairan dana.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu
2022-2026, dapat dilihat dalam tabel 2.8 dibawah ini :
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Dari tabel 2.8 tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa secara
umum anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2024 menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melaksanakan 7 Program dengan 13 kegiatan, dari jumlah anggaran
sebesar Rp34.822.8309.501,00 terealisasi sebesar Rp34.394,508.603,00
atau 98,78%. Terdapat kegiatan yang terkendala pelaksanaannya karena
adanya pandemi covid-19 schingga capaian Kkeuangan tidak dapat
maksimal.

Disamping itu juga dilatarbelakangi oleh beberapa adanya
perubahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang
mewajibkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang kesatuan bangsa. Alokasi pembagian anggaran per
program/kegiatan setiap tahun tidak sama, tergantung pada pricritas
pencapaian sasaran, maupun prioritas pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah unsur Pemerintah Daerah, Unsur Vertikal , Masayarakat,
Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik,

2.5. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang
keadaan /kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab,
Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah vang
menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah.

Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan
vang terkait dengan wurusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026
guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menvikapi
permasalahan pembangunan daerah vang berkembang pada saat ini,
maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
antara lain sebagaimana yang terdapat Tantangan dan Peluang Sebagai
berikut:

A. Tantangan

Tantangan vang dihadapi :

1. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat

2. Penurunan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila

3. Banyaknya pendatang mempengaruhi | penurunan  nilai-nilai
kearifan lokal

4. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada
kehidupan Masyarakat
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5. Kelompok Sasaran yang menjadi mitra kerja Badan Kesatuan

bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Adalah Semua Warga
Masyarakat yang rergabung dalam Organisasi Masyarakat dan
Anggota serta pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Generasi
Muda dan Anak sekilah yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

B. Peluang

il

=

o

Peraturan perundangan yvang mendukung kinerja lembaga
Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi

Resempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur

Mencari terobosan dengan mengusulkan Kegiatan berbasis Budaya
dan Inovasi dari sumber Dana Keistimewaan DIY

Meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan OPD lainnya
dalam mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
dalam mencapai target kinerja.

2.5.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik serta telaahan terhadap Renstra
Kemendagri, Renstra Badan Kesbangpol DIY, dan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka isu-isu strategis terkait
dengan tugas dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi
sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut :
I. Isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah
a. Persatuan dan kesatuan nasional:
b. Isu keamanan dan ketertiban:
¢. Kesadaran dalam menegakkan demokrasi dan Hak Azasi
Manusia;
d. Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba (narkotika
dan obat-obatan terlarang).
2. Isu strategis yang berkaitan dengan kondisi internal organisasi
perangkat daerah
a. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki
motivasi, komitmen, dan integritas kerja vang baik.
b. Sarana dan prasarana belum memadai
3. Isu strategis diluar kewenangan namun berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
a. Meningkatnya kunjungan wisata;
b. Perkembangan Iptek, dan keterbukaan informasi;
c. Globalisasi
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Tabel 2.9

Isu Strategis Perangkat Daerah
DAERAH YANG | PERMASALAHAN | oauIS T sU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | 159 “E‘mﬂ’“
s o i pp | GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(n 2 i3 i 15 5} 7
Pesivelenggaraan | dampak negatll | Belum Mewujudicss | Memperkokoh iealog D, Potens
Unsur vang dinkilntkan | aptiznninm magyarakat Pancisala, demoliras, dan cegah dini dan tenadinya
Pemeretahan dari pesatnym perwujudan | vang inklustl | hok asesi maniisie (HAM) PEILIT R AT kanflik, baik
Liprasm perkembangan kerhidupan dan damai Memperkuat reformas perminsalaban konflik SARA,
somial elanomi mdsy arRhg detigur poletik, hukiem, dun uleologi politik komnlik sostil,
kulturad, yang berdasarknn berokiraal, serim ekoromi nosial maupun kondlik
parwiasti, dan | sejobberm, pada memperkuat percegaliun budaya dan pemenntahan
teknolog wman dan penghormatan | dan pem hirnkum ikibat pesathya
informasi didukung tevhidap hak | korups dan narkoba
e s L] Memperkunt penyelirusn “IITHH‘I.:‘:,
u A s, hehidupmn yng harmonis pariwiznia,
peraturan dengan lingkungan, alam, | teknotogi |
readahnyn peran Taboum, tata dan budayn, sertn Perlunya
BETIR OFFIES VANE jemerintahan | peningkaton tolernzsi penEUALRDS prrmn
mktif dalam v bngle i antarumat beragaman untuk seTti OrEAs
kegintan semia e maAnyArnkng Yy secarn kol
pemertntalinn tingkat, serta | adil dan Malonur dilmm eegintian
dan lembuaga vang pemerirtahinn
pembangunan Eranupr g din
efektil, dun peinbangunan,
akuntabel maupn dakm
schiri-hari.
il Perliiiya
rendahinyn peniguatan
partsuipast
podinik pelitih warga
masyarakat secarn kit bazk
dnlivm petailu,
pemilukndn,
pelkantes, mu sdes,
mlaren barg,
einipun dalam
bilan
S
hinre.
MIAEVALREAL Polenai muhmf
miidnh berkembangnya
eTeeTigArih perakan
dengan lerarisme,
informas: vang radikalme,
belum teniu Tumsdnamentolisme
btz dan separatisme
yang dapat
fEhyusip
sampal kawnsin
padukuban f
peiosok
Uisin remtnn pain Potenmi kepadian
agpik reqmnge dan tnwran
pelajar yang kenaknban
madah remagn/ pelajar,
terprovolos, penyalahgunan
narkobe, dll |
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Wﬁnmum i T ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGANPD | 190 STRATEGHS |
MENJIADI P RELEVAN
KEWENARGAN DENGAN PD GLORAL HABIONAL REGIONAL
[} 1] il K] )] i5) 11 i
Memperkuat idealajg Chetekos Ding,
Pancasila, demokons, don | eegah ding dan
:1;:‘ amas monusés (HAM). | penanganan
perkust reformas mnm
polink, hulawm, dan oy politik
pencegaban dan
&l budaym
prosp k- oo hartkam
horupal dan perkola.
Mrayperkunt penyvelarmsan
kehidupan yang harmants
dengan lmpghkungan, alam,
dan budaya, serta
toberans
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis vang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah, vang selanjutnya kan menjadi dasar penyusunarn
arsitektur kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah
pernyataan-pernyataan tentang hal-hal vang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi,

Secara umum Visi Adalah Gambaran yang akan di tuju atau di
ciptakan di masa yvang akan datang. Sementara itu sesuaj dnegan
ketentuan Visi Adalah rumusan umum keadaan yang diinginkan pada
masa akhir periode perencanaan Pembangunan. Berdasarkan visi Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan Kepagla Daerah dan wakil Kepala Daerah
kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gununhgkidul Tahun
2025 - 2029 adalah

“Terwwjudnya Masyarakat Adil Makmur,
Lestari dan Berkeadaban”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi
pembangunan berfokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi,
Transformasi Keamanan, Daerah Tangguh, Dan Transformasi Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekologi, sebagai berikut :

. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan
berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta
perluasan akses kesehatan untuk rakyat;

2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat
kapasitas ckonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh
petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala
kecil menengah dan inklusif dan kreatif;

3. Membangun kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber
daya lokal;

4.Setia pada Amanat Penderitaan rakyvat Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah vang bersih bebas dari korupsi
dan berkeadaban;

5. Memajukan Kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan
toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur
bangsa Indonesia.

Dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029 tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat mendukung pencapaian
visi Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan masyarakat yang
bermartabat, terutama dalam aspek politik, yaitu mendorong masyarakat
untuk mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang
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demokratis, menjamin terlaksananya hak-hak politik masyarakat, dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang.

Sedangkan misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang sesuai dan mewadahi
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami jabarkan
sebagal berikut :
misi, vaitu : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat,

Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum
demi menjamin  hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah yang
bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

dengan Tujuan : Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan
kualitas layanan publik dan kepastian hukum
bagi warga melalui transformasi tata kelola
pelayanan publik, pengembangan karir ASN
berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan
ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan
hukum bagi warga. Penguatan reformasi
birokrasi kalurahan.

Sasaran KETIGA, vaitu: Crime Rate (Ketentraman Ketertiban Masyarakat)
dengan 6 program, vaitu :

1. Program Penguatan ldeolog Pancasila Dan
Rarakter Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial

0. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung
pemerintah dacrah yang mempunyai Ketugasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
mempunyai fungsi, sebagai berikut :

I. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan
bangsa dan politik;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

3. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama inteligen dan keamanan, bina masvarakat perbatasan,
penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan
orang asing serta lembaga asing;

4. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
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5. pengkajlan masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan
penghargaan;

7. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-
nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;

8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideclogi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan
penghargaan;

9. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;

10. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;

1. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Kondisi sosial dan politik Kabupaten Gunungkidul vang majemuk
dan kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum, masyarakat
di zona tengah merupakan masyarakat yang urban (perkotaan), plural
secara etnik dan agama, serta menjadi pusat perdagangan dan pendidikan.
Sementara, zona utara dan zona selatan cenderung  identik dengan
kehidupan vang rural (pedesaan), namun menjadi pusat kegiatan
pariwisata dan pertanian. Di sisi lain, Gunungkidul tidak pernah lepas dari
dinamika politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Karakter sosial
yang kompleks antar zona, serta situasi politik yang terus berubah ini
menuntut kesigapan pengampu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk
selalu tanggap dan responsif. Dengan demikian, kesatuan dan persatuan
bangsa, dan stabilitas sikon sospol tetap dapat senantiasa diciptakan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinva itu, Badan
Kesatuan Bangsa dan  Politk  mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan sosial dan politik yang menjadi tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya. ldentifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi ini sangat penting karena sangat mempengaruhi
pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan-permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi vang diidentifikasi tersebut menjadi dasar pemikiran
ditetapkannya Rencana Strategis lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan
bangsa dan politik.

Berdasarkan konteks sosial dan politik yang ada di Kabupaten
Gunungkidul, Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran yang akan
dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3,1
sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RaFR DAN
Hﬂﬁmﬂ TLLIUAN RASARAN INDEKATOR E:ﬂklh ; oo —
BELEVAN 2004 | 2008 2620 2027 2028 2028 | 030
0l 02 ] 1 54 0| | iy (e]] ia 1y | s
B.01 0000.00 01 0000 - Badan Kesatusn Rargsa Dan Foditik
e ]I e 687 | GV 67 & 6.2 673 | &7
yariy, Anian, ot pan Iruhmraa
Trrish, than b T L]
TEnrefam abai yamy
lwerlnndask
ml'l.ﬂl.l.ﬁ.
Dt an
darm HAM
Meninglatnys | Prrsemiase 70 | fo0 To0a To.00 Ta.04 | 70,08
] Partai Pobiak,
Parpad Crrmas Vang
damn Cirmaan Mrlakninakan
termadag Bamatinm Hrla
jinceadls dan Negara Dan
lorla negars WAwdRED
e bl Krbnnguasn
pendidilan P
Mennghatays | Persentass a1 w W [ =3 W [T
K P Kordlik Soalal
Idealogi, Pulitik, | Yang
Ekonegani, Semial | Tertangani (sl
Budnya, dan
Perphnman
Fea A Pk
Magzaraknar
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas
pembangunan tahunan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TAHAP | TAHAP 11 TAHAP Il TAHAP IV TAHAP V
[2026) (2027) (2028) (2029] [2030)
Penguatan dasar | Percepatan Peningkatan Optimalisasi | Pemantapan
dasar kehidupan | pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan | pelaksanaan
bermasyarakat kehidupan kehidupan kehidupan kehidupan
yang bermasyarakat bermasyarakat bermasyarak | bermasyarakat
berlandaskan vang vang berlandaskan | at yang vang
Pancasila, berlandaskan pancasila, berlandaskan | berlandaskan
demokrasi dan pancasila, demokrasi dan pancasila, pancasila,
HAM. demokrasi dan HAM. demokrasi demokrasi dan
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3.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan vang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya dapat
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan, Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah
menciptakan nilai tambah (value added) bagi pemangku kepentingan
(stakehoider) layanan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi melalui metode
SWOT(strengths/ kekuatan, weaknesses/ kelemahan, opportunities/ peluan
g, dan threats/tantangan), scbagai berikut

Tabel 3.3
Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal

_ Faktor Internal
No Kekekuatan No Kelemahan
(Strength) (Weaknesses)
S-1 | Dukungan APBD yang memadai | W-1 | Fasilitas pendukung kerja memiliki
motivasi, komitmen, dan integritas
| kerja yang baik.
$-2 | Peran Lembaga yang sangat W-2 | Kemampuan realisasi anggaran dan
strategis dalam pengembangan | kegiatan sangat dipengaruhi kondisi
I persatuan dan kesatuan bangsa yang situasional wilayah /nasional
5-3 | Jumlah dan etos kerja aparatur | W-3 | Volume pekerjaan dan anggaran antar
yang cukup memadai bidang/unit kurang berimbang
Faktor Eksternal
No Peluang No Ancaman
| Wﬂulﬂﬂ; (Threats)
O-1 | Peraturan  perundangan vang | -1 | Semakin kompleksnya permasalahan
mendukung kinerja lembaga persatuan dan kesatuan bangsa
0-2 | Koordinasi dan dukungan lintas | T2 | Tuntutan peningkatan kualitas kinerja
lembaga untuk  kelancaran dan akuntabilitas Lembaga
pelaksanaan tugas dan fungsi
Q-3 | Kesempatan untuk T-3 | Masih kurang responsiinya mitra
meningkatkan kualitas SDM Lembaga terhadap program kerja
aparatur Lembaga

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk
menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing 8, W, O, dan T
schingga akan terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan)
dan 4 [(empat) faktor eksternal {peluang dan tantangan). Penilaian
dilakukan dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Serious, Growth)
dengan menggunakan skala nilai 1 {satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai
berikut :

a. Angka 5 memiliki USG vang relatif sangat tinggi
b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi
¢. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi
d. Angka 2 memiliki USG vang relatif rendah
e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah
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Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.9
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi Faktor Internal
No Kekekuatan (Strength) U = G | Total
I | Dukungan APBD vang memadai 5 5 4 14
2 |Peran Lembaga yang sangat strategis| 9 4 4 12

dalam pengembangan persatuan dan
kesatuan bangsa

3 |Jumlah dan etos kerja aparatur yang| 9 4 3 11
cukup memadai

No Kelemahan (Weaknesses)
1 | Fasilitas pendukung kerja belum| 4 | 4 | 3 | 1)
memadai

2 Kemampuan realisasi anggaran dan 4 4 3 11
kegiatan sangat dipengaruhi kondisi Yang

B situasional wilayah /nasional
3 | Volume pekeraan dan anggaran antar| 9 3 3 10
bidang/unit kurang berimbang
Identifikasi Faktor Eksternal
No | Peluang (Opportunities)
1 | Peraturan perundangan yang 5 5 3| 13
mendukung kinerja lembaga
2 | Koordinasi dan dukungan lintas lembaga 5 4 3] 12
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi
3 Kmmp-;_mn untuk meningkatkan 4 4 3| 11
kualitas SDM aparatur
No Ancaman (Threats)
1 Semakin kompleksnya permasalahan a 4 4 12
persatuan dan kesatuan bangsa
2 | Tuntutan peningkatan kualitas kinerja 4 4 3] 1
dan akuntabilitas Lembaga
3 | Masih kurang responsif mitra Lembaga 4 3 il 10
terhadap proram kerja Lembaga

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas
Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot
USG yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 3.4 di
atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam
Tabel 3.5:
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Tabel 3.5
Faktor-faktor Strategis

proram kerja Lembaga

Faktor Kekuatan Kunci Strategis UsG Total
Dukungan APBD yang memadai 14 ar
Peran Lembaga vang sangat strategis dalam 12
pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa
Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup| 11
memadai
Fasilitas pendukung kerja belum memadai 11 32
Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan 11
sangat dipengaruhi  kondisi yang situasional
wilayah /nasional
Volume pekerjaan dan anggaran antar bidang/ unit 10
kurang h:nmbu:E
Peraturan perundangan yang mendukung kinerja 13 36
lembaga
Keordinast dan dukungan lintas lembaga untuk 12
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM 11
aparatur
Semakin kompleksnya permasalahan persatuan 12 33
dan kesatuan bangsa
Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan 11

akuntabilitas Lembaga
Masih kurang responsif mitra Lembaga terhadap 10
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Tabel 3.6

Penentuan Alternatif Strategi

L LT .. . TN
i tiiran pero gan "
vong mendukung kinerja permasalahan "
FAKTOR lembaga persatuan dan
INTERNAL 2. Koordinas: dan dukungan keaatuan bangsa
- letttas lembagn untuk 2. Tuntutan peningkatan
kelancaran pelaksanann kualitas kanerja dan
tugas dan fungsi akuntabilitas Lembaga
+.  Kescmipatan untuk 3. Masih kurang
FAKTOR menmgkatkan kualitas responsil mitra
EKSTERNAL SDM aparatur Lembagn terhadap
proram kerja Lembaga
Kekuatan S} : ﬂthﬂtﬂ'ltﬂhd Alternatil Startegi :
1. Dukungin AFBD yang memadai Mengoptimalioan 1. Perbaiki Perencanaan
2.  Peran Lembaga yang sangat PeREgunann ANEEaran program dan kegintan
strategis dalam pengembangan secars normat! sesuai disesuaikan dengan
persatuan dan kesatuan bangsa peratiran perundang- perkembangan sinas
3. Juminh dan etos kerjn aparatur undangan untuk dan komdisi
yang cukup memasdai menimgkntkan aluntabilitas permasalahan
kinena Lembaga persatuan dan
2. Mengoptimalkan kesatuan bangsa
kesempatan meninghkatkan 2, Meningkatkan
kualitis S0M Aparntur pemahaman
uniuk menambah eton kerja masyarakat terhadap
i e o makna dan
pentingnya
persatuan dan
kesatuan bangsa
Helemahan W) : Alternatif Startegi : Alternatif Strategi :
1. Fasilitas pendulung kerja 1. Maksimalkan pemanfaatan | 1. Maksimalkan
hl“m memadai fasilitns Pﬂ'ﬂduk“ng w Pﬂ'ﬂ'lﬂ.l'lll“un w.-.
2. HKemampuan realisasi anggaran (sArana prassrna) yang pendukung kerja
dan keglatan sangat acda disertai koordinasi [sarana prasarana)
dipengaruhi kondisi yung vang baik lintas lembaga serin AnggAran yang
situasional il'lil.].rnl'l.fnl.ﬂuml untuk n‘ll:nd.u'k'l.ll'lﬂ ada dalam Upsaym
3. Volume pekerjnan doan kelancaran pelaksanaan menghadapi semakin
anggaran antar bidang/unit tugns dan fungsi Lembaga kompleksnya
kurang berimbang 2. Mengarahkan dan permasinhan
z ; persatuan dan
mengkoordinasikan kesatuan bangsa
seluruh Bidang bekerja 2. Atasi kurang
sesuai S0P memadainya fasilitas
kantor untuk
meningkatkan kualitas
kinerja dan
L akuntabilitas lembaga
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Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimanapun
juga perlu menilik kondisi internal. Di antara kondisi internal yang sangat
berpengaruh adalah sebagai berikut:

. Terkait dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang
dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2.

Terkait dengan sarana dan prasarana;

3. Terkait dengan jejaring (networks) vang dimiliki.
Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan

tugasnya juga menghadapi
berpengaruh terhada
disebabkan antara

menuntutl perencanaan
dapat dilaksanakan den

lain semakin menin
semakin masifnya kunjungan wisata,
kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan.,
yang strategis agar tugas, fungsi dan wewenang
gan baik dalam lima tahun ke depan.

hal-hal di luar kewenangannya, dan
p pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal-hal tersebut
gkatnya jumlah pendatang, serta
yang menuntut kesigapan dan
Hal tersebut

Rumusan pernyataan strategi, dan arah kebijakan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatan

g dituangkan pada tabel 3.7

berikut :
Tabel 3.7
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MY OPERASIONALISAS] NSPK | ARAN KERLIAKAN BRIMD AdeAH KEBLIAKAN HENETRA PD KET
il P k1] H (1]

Teruyudnya s kelala dan
penyelrngpataan
pemerininban dermah yang
baik, beresh, elelnl, dhisien,
uny herorsestaa pada

pelnaan pyhik

Alemnperbunt hoordinas
ACIAT PEmuTgHY
kepaptingen dalam
penangaran kondll sos]
dlimarrarmias)

prngustan koordines, Ketjd sama, nersnrking menng
denpgan THI, folr, Kejaksannan PO st Tim peEngumpud
dati dun infireasi sbraiogin. FKDM, BNK, dan mitrs ks
dalem penanganan ek

meningkatkas stabilias
fahi kederiiurmn sasisl
melalil pengusian
pemantaisn politik serma
Procebaizn oo

peningkatan permahaman COrmas dan parpal ierhadap
persturan prrandamgan yaag berbakouw

| pergrmtiangan demehtans mriaiu) pendidican polili bag)
| seluruh Bpisen madrarakan |A%S, Perangiat denn, Swanta,

pelabin usaha, pemods, remaja, pelajar, mahanives, 1okok
Priempasn; ko sparia, oo difabelj

memiighatican petahaman
dan prneragan nidedd
narcasila dalam berbagai
anprh kehid upan

Adapun rumusan tujuan, sasaran, strategi,

pembinaen wavwasan kelangsann, persstuan dan kesatuan
bangis  kepads selurub  lapisan  masyarsaker  ASN,
Peranghat dess, Sunsts, pelaku wsaha, pemuda, remag.
pelajar, mahasivwa, inkeh perempuan tokok sgama. tokoh
difnlsel, olioh ermas)

Kesatuan Bangsa dan Politik pada tabel 3.8 berikut

dan kebijakan Badan




Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel 3.8

Wi

Terwyjudnys manvarakat il Makmisr, Leatar dan Derbeadaban

Mmi 4

Betbs parks Amanat Penderitaan Rakynt , PAncasils. DU 1945
sriin menglankan tata pemermmahan dasral

s jungung emgg hukum demi menjaman heli-hak mkyvat,
yamg berash bebas dart korupe dan beskesdaban

Tujuan Aasarns Sdrateg Arah Kebpakan
Terwupuleim mernghathys | Paningioaian Pesangnnan | penguaian koordinesl, kers ssma, Eetworking! leparing dengan
bor vty prmahaman anggots Kerflih sonmi yang THL, Pefim, n L derkait, Tim pengumpul dams dan
bermaivarakal | parpsl dam ormes informani strategis, FEDM, BNK, dan misrs kerjs dalacs
Farng pancasila dan Penarganan ke ik
Irrlandaskan larln neparn melalis
P el prodidikar podidik
Desmvhrmai dan
HAM
Semmnghar 2 Penangkaian ketertihag pendighaian emahaman Ormas dan parped \erhadap peraiuran

Crganmas kemasvarahatan

perundangan yung berlakiu

3 Perunginisn Evika dan

mﬁw%nﬂhtmﬂhﬂ:ﬁdﬁhﬁ
sa, Swasta,

Budays Folitik selurah lapesan mesyarkat | ASN,
pelakyl usaha. pemuds, remaje. pelajar, mabsssa, tokoh
privmpann, tokoh agama, wokok ddabel,|

1 Fenenghatan Keasdasen prEnlanann wawaREn ! 2R kesaiann

manyarakal akar ideclogi bangss kepada selurub lapisan masyasakat | A%4, Perangkat

Pamcasila dam Karakoe; dena, Swanta, priaku pemuda, remags, pelajar,

| Kebangusaar mahasigia, petrmpuan, sokot apema, taloh difake,

tedooh erman)

Lebih jauh, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana tertuang dalam RPJMD,
juga terkait dengan identifikasi permasalahan-permasalahan yang harus
ditangani, sekaligus faktor penghambat dan pendorong  vang
mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Folitik. Penjabaran permasalahan, serta faktor-faktor
penghambat dan pendorong tersebut lebih detil dapat dilihat pada Tabel
3.9 di bawah ini :
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3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA

PROVINSI

Di samping memastikan sinkorin

isasi dengan RPJMD Kabupaten

Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan
telaahan Renstra KRementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, dalam hal

ini Kementerian Dalam Ne
Dengan Prioritas nawacit
mencakup visi dan misi
Resatuan Bangsa dan Politik DIY, sebagai

Tabel 3.10

geri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.
a scbagai payung utama, aspek utama telaghan
Kementerian Dalam Negeri, serta visi, misi Badan
berikut :

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Prioritas Nawacita ke 9

Sasaran Strategis
Kemendagri

Sasaran Strategis
Bakesbangpol DIY

Memperkuat reformasi
politik, hukum, dan
birokrasi, serta
memperkuat pencegahan
dan pemberantasan

| korupsd dan narkoba,

Memperkuat reformasi
politik, hokum dan tata
kelola

Penguatan reformasi
Birckrasi dan
peningkatan Kualitas
Layanan Publik
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian twjuan dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2029, pelayvanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis
dan terukur. Rencana ini dirancang agar sejalan dengan visi dan misi
Bupati terpilih serta. menjawab kebutuhan strategis masyarakat,
khususnya dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak. Pelaksanaan program dimulai pada tahun 2026 hingga
tahun 2030, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai momentum strategis
untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menjadi pijakan
penyusunan RKPD Tahun 2030 sebagai bagian dari transisi menuju
RPIMD  periode berikutnya (2030-2034). Adapun rincian program,
kegiatan, dan subkegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun
waktu lima tahun. Adapun penjelasan terkait program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

4.1. Uraian Program

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan /program
tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, vang merupakan bagian dari
program vang dilaksanakan oleh satu atay beberapa satuan kerja
scbagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu
program, Indikator kinerja program menunjukkan capaian
keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam Jangka menengah untuk
penerima  manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program.
Selama periode tahun 2025-2029. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merencanakan akan melaksanakan 7 (tujuh) program, vaity :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika
Serta budava Politik;

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan:

2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kebudavaan.
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4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran kebijakan scbagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran vang memberikan kontribusi bagi
pencapaian  program yvang sudah ditetapkan. Kegiatan juga
merupakan serangkaian aktivitas Pembangunan vang dilaksanakan
oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran {output) dalam
rangka mencapai hasil dari suaty program. Dengan melaksanakan
kegiatan yvang telah ditetapkan atas kebijakan instansi dari tahun ke
tahun selama 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan
pelayanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara profesional
terhadap tugas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul serta mendukung  terselenggaranya
pemerintahan yvang baik,

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan yang akan
dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 13 (tiga
belas) kegiatan vang terdiri dari:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah;:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah;

Perumusan Kcbijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

L. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik:

i. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan,

k. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

l. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspacaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

m. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya.

fan o

m o

4.3.Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029
secara terperinci gambaran Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/



Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul, dapat dilihat dalam Tabel 4.1 scbagai berikur ;
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Frogram, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah merupakan
pragram prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi peranghkat
daerah. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan
berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Dalam menyusun rencana pendanaan, Perangkat Daerah melakukan
penghitungan kebutuhan anggaran secara rinci berdasarkan target kinerja
yang ingin dicapai, memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi
penggunaan sumber daya. Estimasi pendanaan disusun selama periode
lima tahun, dengan tetap memperhitungkan dinamika fiskal dan prioritas
tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Gunungkidul,
Pendanaan Program dan Kegiatan Rencana program, kegiatan, dan
pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah scbagaimana tabel 4.2
berikut :
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Selanjutnya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun dan melaksanakan
subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RF..IMD dan
RKPD. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari program dan kegiatan, yang
secara spesifik dirancang untuk menghasilkan outcome yang I;r.-nﬂr:ur_ dan
mendukung capaian indikator kinerja pembangunan daerah. Subkegiatan
prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel

berikut;
Tabel 4.3
Subkegiatan prioritas dalam mendukung
prioritas pembangunan daerah

NO | PROORAM FRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / BUBKEGIATAN KETERANGAN

1) (02) o3 ] 105}

B.01,0,00,0,00,01 0000 - Badun Kesatuan Bangsa Dan Politik

| 22208 - PROGRAM Lembaga 2,32 08507 - Adai, Seni, Tradisi
PESYELENGOARAAN kemasynrakatan yang dp Lembaga Budsys
KEISTIMEWAAN memahami dan sadnr
YOOYAKARTA URUSAN | Eerukunan berbasis
KEBLITMYAAN Wawnsnn Hebangsasn

2.22.08.5.07 0018 -
Pembangunan Ketahanan Sosial
1 Hudaya
2. | 4.01.09 - PROGRAM Prounghkatan kaakitas 4.01.04.5.02 - Peoingkatan

PENYELENGOARAAN tnyanan publc Buiitayn Pemerintahan
KEISTIMEWAAN Persentiss Capalan Inosmsi layanan pubibik
YOGYAKARTA URUSAN | Implemenian inmasi
KELEMBAGAAN DAN Layanan Publik
KETATALAKSAMAAN

3, | 50100 - PROGRAM Memungkainya Tata B.01.01.201 - Perencanaan,
PERUNJANG URLISAN Kelols Pem Pengangguran, dan Evoluasi
PEMERINTAHAN Perangkal Doerah Kinerja Peranghkat Daemmb
DAERAH

KABUFATEN,KOTA

B.01.01,2.01.000] - Peayusunas
Drokumen Perencanans Permnglat
[kaerah

B.01.01.2.01 0002 - Koordmasi
dan Penyusunmn Dokumen RiA-
SKFD

B.01,00, 2,00 D003 - Keordinast
diaf Peiiyusunan Dokumen
Perubabian REA-SKFLY

=00,00, 2,01 DDDE - Keatdinas:
dinn Penyusuman DPA-SEKPD

H.00.01 201 0005 - Koordinasd
dinn Penyusunan Percbahan DPA-
SKFD

8.01.01,2 01,0006 - Koondinasi
dan Penyusunan Laparan
Capaman Kinerja don lchbiaar
Realisast Kinerto SKM)

A.00 0F 2 01,0007 - Evaluss
Kinera Peranghat Daerah

R.01 01,201 0010 - Pelaksananmn
Foruan Perangkni Dmerah
Berdasarkan Bidang Urusan yang
Hmmpa delem Rangka
Eﬂwww
Perencanaan Perangkat Daerah

8.01.01.2.03 « Adminmstrasd
Keunngiun Perangkat Dacrah

B.01.01 2.020.0001 - Penyedinan
Gaji dan Tunjangan ASN




KEGIATAN / SUBKEGIATAN

o)

(04

B.01.01 2020005 - Keordinasi
dan Proyussnnn Laposn
Keumngan Akhir Tahun SKPD

B.01 012020007 - Koondinas
dnn Pemvusunan Laparian
Keusngan Bulpnon | Trivulanoen
Semesternn SEPD

B0 01 205 - Admenistras
Repegnaninn Peranghkat Daeral

Homp 0] 205 0l - Pendatmnn
dan Pengnlahan Adsinistros
Kepegnwninn

B.00.00 206 - Administris
Ummaem Peranghnt Daerah

B.01.01.2.06.0001 -
Enmponen [nsialas

Listrik | Penerungan Basgu i
Kantor

A.01_01.2.06,0002 - Peovediann
Peralatan don Perlenghapnn
Kinbor

H.O00.00 2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumsh Tanggs

8.00.01 2.06 0005 - Prnyediaan
Barang Cetakon dan

| Penggnndaon

8.01.01.2 060006 - Perywedisan
Habne: Hecnan dun Peratufas
Perundang undangan

B.01.01.2.06.0008 - Faslitas
Eunjungun Tamu

ALO1.00, 206, 0004 -

mmmm

B.01,01.2.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerinah Daemh

8.01.01.2.07 0006 -
Peralatan dan Mesin Lanmyn

B.01.01 208 - Penyedinan Jasa
Penumjang Urusan Pememntalion
Dwernh

BOLO1. 208 0001 - Penyedisan
Jaza Surat Memyurat

8.01.01.2.08, =
Jasn Komuniionsl, Sumber Daya
Adr dian Listrik

B01.01.2 08 0008 - Peayedinnn
Jasi Pelayanan Umam Kadtes

B0L.01.209 - Pemetihaman
Barang Milik Dperah Perunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

THO1.01.2 000002 - Peovediaan
Jasa Pemnelibarann, Bunm

H00,01.2.09 0006 - Pemelihsrasn
Peralatnn dan Mesin Lamnya

BO1.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan | Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Launnya

£.01.01.2.00.0010 -
Pmﬂmumj
Sarana dan Prasarans Gedung

Eanior stau Bangunan Latnnya




OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

oz)

a3

04

H.01.02 « PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOHE
PARCASILA DAN
KARAKTER

REBANGEAAN

Meninglatnya kesadaran
mmsyarakat akan
ifralog Pancasids dan
Koarndcter Kebarygssaiin

B.01.02.2.01 - Ft‘l'::lﬂ
Kebijnkan Teknis

Pemuntapen Pelakeannnn Bidang
ldendog Pancasila dan Karskier
hebangsaan

B OL.02.2.01 0004 - Prlnksanaus

E.ﬂlﬂ!iﬂl Ei Pemlsnam
refhadng altivrlig
kepaskibrakaan don

HO1.03 - PROGRAM
PEMINGEATAN PERAN
PARTAl POLITIE AN
LEMBAGA PENTHEHEAN
MELALLY PENDIDHEAN
POLITIK AN
FENGEMBANGAN ETTRA
SERTA BUDAYA POLITIK

Meninghatnyn etikn din
toincaym guolatik

Fuﬂzu,ﬁ.ﬂ'“#
B.01.03.20]1 - Peramusan

l.l'mu.m,.chmilﬂuu Umum Kepals
Dierab, sertn Pemantaisn
Situasl Molstik

B.00,00201.0003 - Pelalsnitian
Kelijasmn di Bednng Pendidskan
Peninghatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagunn Pemeriniaban,
Perunkilan don Partad Palitdk,
Pemmiiimn Umum/ Pemilitan
Umum Kepala Dacrahn, serin
Pemartaumn Sitwus Politik di
Dineral

#,01.03. 201 0005 - Pelaksamnmn
oo oy Practidiise
i'c i Badisnig
Politik, Euknﬂudljil:llﬂ
Peaingkaton Demokras, Fasilitas

Pemerintahan,

m Partnd Polstik,
Pemilihan Uprum /Pemililan
Umnin Kejsalas Doerah, serta
Pemantauan Sitwesi Poditld di
Diseraki

BO1 A - FROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISAS]

KEMASYARARATAN

Meminghkatnys ketertiban

B0l B01.04.20] -

B.01,0:4 2,01 DO0Y - Priaksanasn
x:hgﬂ:tudlmdnll’mﬂﬂl‘ﬂ
Ormns, Pemberdayamn Crnzan,
Exnlunat don Mediast Sengheta
Orimas. Pengawnsan Ormas dam
Crmas Askiig di Daerah

B01.05 - PROGRAM
PEMBINAAN AN

KETAHANAN ERONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

B.01.05 201 - Perumiisin
Kebijaknn Tekaies dan
Femnntapan Pelaksanaan Bedong
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budnya

B.01.05.2.01,0003 - Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosal, Hudays dan




| N0 | PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN | SUBKEGIATAN KETERANGAN
(o1} 102} (03} [04) {0%)
B 2.01.06 « PROCGERAM Meminghninys B.01.06, 201 - Perumusan
PENINGRATAN penanghsun konflik et ko Tebouis dan
EEWASPALWAN soninl vang disclesailan | Pelaksanann Pemantapan
NASIONAL DAN Kewaspadaan Nasional dan
PENINGRATAN Penunngasnian Kogllik Somal
KUALITAS DAN
FASILITASL

PENANCGANAN KONFLIK
HOSIAL

B0 0.2 .01,0001 - Penyusunan
Program Kerja di Bulong
Kewnspndoan Dini, Kerjs Same
ntelipen. Pemuntawin Orang
Aming, Tenaga ke Asing dan
Lembagn Asirig, K

B.01.06,2 01,0000 - Pelaksmnmmn

Kebijakan di Bedang
Kewaspodaan Dini, Kera Sama
Intelpen, Pemantisan Crang
Asing. Tenags Kerjn Asing dan
Lembaga Asng, Kewnspadam
Perbatnsan mntar Negars,
Eaadlitasi Kelem] Bid
Kewnspadiznn, sertn Penangunan
Honflik di Daernk

H,07.06,2.01.0004 - Pelakmannnn
Koordinas di Bidang

[imd, Kena Saemn
Intelijen, Pemantauan Orang
Amng, Tenngn Kerja Asing din

Monitoring. Evilunss dan
Pelapornn di Bidang
kewnspadsan ini, kerja Sama
ltelijen, Prmantaunn Drang
Amng, Tenngn Kerjn Aslng dan

1.
2.
3
4

4

uraikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
dapat kami uraikan, sebagai berikut :

Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan

Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase]

Perscntase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah
kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)

Untuk kondisi awal, target tahunan, dan kondisi akhir indikator kinerja
tersebut di atas dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, akan kami
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Tabel 4.4
mtwmﬂnmnmmwmmuk yang Mengacu
Tujuan dan Sasaran RPJMD

TARGET TAHUN KET.
NO | INDIKATOR | SATUAN 050 T 5026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2] (3] @ | 5 | ® | (m | & | @9 | 10
1 Indeks Harmoni Indeks 6,69 6,70 6,71 6,72 6,73 6,74
Indonesin
2 | Persentase Partai Persen | 70,00 | 70,01 | 70,02 | 70,03 | 70,04 | 70,05
Politik, Ormas Yang
Melaksanakan
Sosialiasi Bela
Negara Dan
Wawasan
Kebangsaan
3 | Persenimse Konflik | Persen | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98%
Sosial Yang
Tertangani
a0
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan)
vang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi
aparatur di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-
2029 ini ditentukan oleh kerja sama, kemitraan, dan peran serta aktif seluruh
pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten
Gunungkidul.

Pada akhirnya kami berharap agar tujuan dan sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dapat tercapai.
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